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No.122, 2012

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2012
TENTANG

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH

TAHUN 2012-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi dan sejalan dengan
komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003,
dipandang perlu menyusun Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

. bahwa Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 dimaksudkan sebagai acuan
langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
dari praktik korupsi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
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Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption,
2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4620);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA
PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2012-2014.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang
selanjutnya disebut Stranas PPK adalah dokumen yang memuat visi, misi,
sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan
pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka
menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi.

2. Aksi PPK adalah kegiatan atau program yang dijabarkan dari Stranas
PPK untuk dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah
Daerah.

3. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi
Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Hasil pelaksanaan Stranas PPK meliputi hasil pemantauan, evaluasi,
dan laporan capaian Aksi PPK, serta hasil evaluasi Stranas PPK.

Pasal 2

Stranas PPK sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan
melaksanakan Stranas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melalui
Aksi PPK yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Dalam menetapkan Aksi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan Kementerian/Badan
yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.
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Pasal 5

Dalam menetapkan Aksi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian yang
membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri
didukung oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan
perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK, dikoordinasikan
oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan nasional.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didukung oleh instansi terkait lainnya.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK digunakan
sebagai bahan evaluasi Stranas PPK.

Pasal 7

Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan capaian pelaksanaan
Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada
Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan nasional.

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi
PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri
dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan nasional.

Pasal 8

Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan
nasional menyampaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden
setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(1)
(2)

(3)

Pasal 9

Dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.

Pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan.

Mekanisme pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), disesuaikan dengan karakteristik masing-masing
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
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Pasal 10

(1) Hasil pelaksanaan Stranas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara
Peserta (Conference of the States Parties) Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

(2) Bahan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan nasional, Kementerian yang membidangi urusan politik
dan hubungan luar negeri, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan Stranas PPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan dalam Peraturan Presiden ini, diatur lebih Ilanjut oleh
Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan
nasional.

Pasal 13
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMDPIEAN:
PERATTIRAN PRESTDEN EEPTIBLIN TNDONESTA
NOMOE Doa TAHLIN 20312

TANGGAL 23 Mel 2012

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
JANGEA PANJANG TAHUN 2012-2025
DAN JANGHKA MENENGAH TAHUN 2012-2014

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Sekilas Stranas PPK

Femnberaniasan korupst lelalln wenjadl salab salu Iokus ulaoua
Peanerintah lndonesia pasca relorasi. Berbapal upadva lelaln dilenpods,
haik untulk mencegah maupun memberantas tindak pidana kompsi
(lipikor) secara serelllak oleh pewegailg kekussoan ekselkoil (mielalul
Pernerlutah Pusal da Pewerintah Daeraly), legislalll, dann yudikatil

Tpava-upava it mulal membuanhloan hasil: itikad pomberantasan
Eorupsi lerdorely ke selurull Indonesia, IIal ilu ditunjulklan dengan
semakin meningkalnya kewanganfasel 1egarg vaug lerselamnalkan pada
gotinpg tabhunnya dalam pencogaliaa dan penuntasan kasus  korapsl
HSejumnlall instansi pelaksaiia dan pendukung pemberaniasan korapsipun
lerbentuk, anlaa lain komisi Pemnberasann khorupst (KEPK), Pusal
Pelaproman dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK), seria Leanbaga
Ferlindungall Salksi dan Korban (LESE].

Fresideinr juesa lelah menerbilkan sejunnlaly instruksi dan arahan
nnilnk pencegahan dan pemberaniasan korupsi (PPK), misalaya Insiriksi

Fresiden (Inpres) Ne. o Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
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Korpsl. Melalui Inopres ini, Presiden mengamanatkan berbagai langkah
strategis,  diantaranya  berupa Reneana  Aksi Nasional  [RAN)
Pemberantasan Lorupsi Tahun 2001 2009, Dakumen VAIE
dimakluinaikan sebagal acuan bagl para piliak di Peaoerintahan Pusal dan
Paerah dalam meinberanias korups! ind menekankan pada apaya-upaya
pelcesalian dan penindakan,  selain jugs sebagal pedoman Dagl
peldksariaai moniloring (peinsitauan) dan evalieasi

14 tingkat kehijalan pemerintah, berlangsung dinamila menaril
Pada salu sisi, legjadi pembentukan dan konsolidasi  kelembagaann,
scmentara di sisi laln, masyarakat makin sadar dan  Kkritls akan
pentingnya pemberantasan korupsi. Hal inl hukan saja telah diakomodasi
tlalem RAN Pomberantasan Koerupsi Tatouory 20001-2009, scjoalahe Daerah
bahkan sudah mengombangkan Rencana Aksl Tlacrah Pomherantasan
Korapsl secara swalkarsa., Fantaslahh Kiranva jika ada dasrah yang
mameclopors inovasi kebijakan yvang torbuko mampu mencegah prakrik
Eoripsi di birolkrasi pemerintahann.

FPeniberantasan korupsi di hidonesia telah menanik perliatian dua
internmsional. Indonesia, welalud Undang- Lindang (LU Nes 7 Talunn 20006,
Lelab meralifikas] Unifed Nafions Convention against Corruption (lworivellsi
Ferserileatan Hangsa-DBangsa Ant korupsi, UNCAO) 2003, Pada tahom
20011, Tndoncsia menjadi salah satn negara pertama vang dikaji olch
Negars Peserta lainmya di dalam skema UUNCACD Upava pembersniasan
kerupsi di Indeoncsia diperbandingkan dengan klausul-kKlausal di dalam
UNCAC melalail kajian analisis kesenjangan (gop analysis study). Hasil
kajiannya menunjuikkan bahwa, scjumlah penvesualan perlil scgera
dilakulean unotiilk moemenithi Klausnl-kKlansal di dalam UITNCAC, torlehiisus
Pidaiig krhminalisasi dan peralulan pelrwidang -undangann,

Tale kurang, Transparency nternattonal (TT) pun sctiap tahunnyva

merjajak pendapat masvarakat Indonesia mengenal eksistensi korapsi,
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teritama menvangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks
FPersepsi Kempsi (IPK) Indenesia. TPK Indencsia saat ini, kendatl
mengalami poningkatan torbesar di Assoeaation of Southeast Astan Nations
(ABLILAN] hingga labwn 2011, masih lerbilang rendaly 30 darl nilal
miaksimal 10, Pada iahun 2004, ditargeikan sejumlah peninglatan vang
lerukur, anlara lain pewerindaln wenargetkann 5,00 untuk 1Pl serla
pelvelesaian 100 persenn relkoineiidasi hasi]l reviewe pelaksanaan 3ab 11
dan Bab IV UNCAC sehagal alat nknr keberhasilan pemberantasan
korupsinyd., Bahkan dalan jangka panjang akan disusun sudio Sislein
Integritas Nasional untuk melenglkapi 11kniran keberhasilannya.

Nemi menjawab target 2011 it, maka pada bulan Wei 2011,
Prosiden memaklomaikan apees Nos 9 Tatoa 2001 lentang Reoncana Aksi
Mencegahan dan Pemberantasan Koempsi Tahun 2011 diteruskan dengan
Inpres No, 17 Tallun 2011 tentang Aksi Fencegahan dan Pemberantasan
Lorupsi Tahu 2012, vailu pada bulan Desewhber 2011, Melaluiuya,
Presiden menginstruksikan  pelaksanaan borbagal rencana aksi vang
leriel dengan [okus ulana peucepshan korupsi pada lembaga penepak
hiitkuni, Aksinya berupa peniugkaian akunlabilitas,  kelerbukaan
informasi, kapasitas dan pembinsgsn swuber  dava mwanusid,  sevila
koordiniasi antar lemnbaga, lupres Noo @ Tabluor 2011 dan Inpres Noo 17
Tahun 2011 diharapkan menjadl bagian pertama dan kedna  dari
ratgkaian Rencana Aksi Nasional  Pencegaban dan Pemberaniasan
kKorps (RAN-1'1’K) yang akan disclenggarakan talhninan.

Iclaksanaan herbagai dokumen nasional pemhorantasan Eorapsi ini
tentilt menual  tantangan. Salah satunya,  pelaksanaannvya oleh
Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Dacrah terasa berjalan sendiri-
sendiri, Delumn shlergls, selingga capainmya belun nalesinual dalaon
merndoreng peuberaiitasan korupsi. Olel karena ilg, hadimyva Stralegd

Masional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsl Jangka Panjang Tahun
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2012-2020 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPR) yang
kemprehensit menjadi rirgen, termtama schagai acuan atan kompas hagi
scgoenap pomanglku kepentingan dalam bergerak ko arah yang samal.

Blanas PP dibarapkan dapal melanjutkann, mengeinisolidasi, dan
menyenipurEkan apapun npayva dan kebijakan pemberaniasan ke
Hga berdannpals sipnilikiai Trag pelingloatan kesejalileraan,
keberlaugsunigan pembanguizan, seila lerkonsolidasikannve demokiasi.
Stranas PPK juga pending untuk  mmengarahkan langkah-langkah
pewnberanlasan korupsi agar dilernpuly secara lebiln Dertahap-
bevkesitambungan, baik dalain jangka perndek (lahunan), menengah
(hingga tahun 2011), maupun panjang (hingga tahun 2025). Talam
hitbunganmya dengan dakinven rasional vang telah ada, Stranas PRPR
akan dittmpatkan schagal acnan oleh para pihak dalam menyusun HAN-
'l pada setiap talhmnnya. Instansi terkait (K/L dan Pemda) dapat
merujuk pulas padar Slranws PUPRO ol dan memakan porant yang telah
discdialkan di dalam Stranas PTIk untuk melaksanalkan nipava-upavanva
dalam pcncogahan dan pomberantasan korupsl.

Fenvusunian Siranas PPK ditempuls melalui konsultasi publik dan
diskusi kclompol terfolous, DM dalamnya dilibatkan sccara alctif pelbagal
pedangkn kepentingatl, dail elemen pewneidiilah lingea masyarakal
madani. TH samping unidnk mmengnatkan vasa memiliki (monership) pada
Prograin eriaksud, upaya selnacan ind penting uiiluk meunglkingkan
lerselenggaranya aksi PPK menuju arah vang telall disepakall Dersaiuas

dlergan hasil seuaksimal niungkin,

1.2, Visi dan Misi
Wikl Blrands PP lerjejak dalam dua jangka walsiu:
a. ¥Yisl Jangka Panjang  (20012-2020) “Terwujudnya kehidupan
bangsa vang bersih darl kerupsi dengan didukung nilal budava

yvang berintegritas.”
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Wisl Jangka Menengalh (2012-2C014): *Terwujudnya  tata
kepemerintahan yvang hersih darl kerapsi dengan didulkung
kapasitas pehnccgahan dan ponindakan scrta nilal budaya yvang

berinlegritas.”

Wikl jangka pangang danomenengaliln akan diwnjod kan i segenap

Liga piln PPE, valkid di pewerinlalian dalaon artd Iodgs, mdsyaraleal

nitAcd A,

dan dunia usalia, Dalan rangka wewujudkan Visi, dirvinuskan

serdligkalan Misi Stranas PP benkuot:

=

11,

d.

Membangun dan menaiilapkai sistem, wekanisme, kapasilas
pelcegahian, dan penindakan kompesi ovaug lerpadu secara
nasional.

Melaloukan reltnvmasi peraturan perinwdang-undangan nasional
vang meandukung pencegahan dan penindakan komipsi scoara
kansisten, terkonsoelidasi, dan toersistcmatis.

Mornbangun dan mengoensolidasikan sistem dan mekanisme
penyelamatan asct hasil kompsi melalii kerja sama nasional dan
intcrnasional sccara cfcletif,

Membangun dan menginleilialisasi budaya anli korupsi pada
tata kepomerintahan dan masyarakat,

Metigennn bangzlan danl memnpublikasiloan sistem pelaporan Kinerja

implemeniasi Shanas PPK secara srinlemasi.

1.2. Sasaran

Basarall ubaius Slranas PPR adalab meiuruikan Grgkal korupsi

sertd ewujidkan masvarakal  Indonesia vang sejabiera dan bebas

kaonipsi.
.

h.

Indikator keberhasilan yang digunakan adalah:

pelingkalan Indeks Persepsi lorupsi;

peninglkatan  kesesulaian  antara  pengatiiran anti korupsi di
Indonesia deongan kKlauvsul UNCAC sccara utuh, tormasulk

didalammya penvelesatan rekomoendasi hasil reviews polaksanaan
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Eab Il dan Bak [V; dan

peninglkatan indcelks Sistem Integritas WNasional, vang mompakan
guatn zistem vang  scdang dibanpun o schagal upaya
pewberaniasan korupsi di ndonesia secara holisuk delgan
melgelaborasikan semua pilar (legislalil, eksekudil, vudilalil,
partal palitile, lembagn pengawas, modia, masvarnkar sipil, dan

seklor swasla).

Bemenlats in, masing-masing sihraileel, ndikaior keberhasilanmys

Adalaly sebagai Derikul:

.

d.

L

i

peningkatan Indeks  Pencegahan Koropsi,  valg  anghkanva
diperoleh dar sub indikater Control of Corruptfion idex dan
pelingkal Ease of Doing Business,

peningkatan Indeks Peuegakan ooy Tipikor, vang @ngkaiva
diporok:h darl peoghitoungan perscitase penyelesaian di o osciiap
tahap proscs pencgakan huknum terkait kasas Tipikaor, mulai dari
inhap  pelyelesaian penpadian Tipiker hingega  penyelesalan
cksckusi putiisan pongadilan Tipikeor;

porscntasc penvelesaian relzomendasi hasil Fredew UNCAC torkait
peraturan perundang-nndangan (hasil pelaksanaan review Bab
IT1 daux Bab IV];

perselllase  pellvelamatan asel lasil Tipikor dann persenlase
tingkat kcbherhasilan (success rate) Kerja sama intornasional,
yare dililial dail perseiilase keberhasilan pelalisanaan mutual
legal assistance in criminal matters (MLA) dan Dkstradisi terkail
Tipikor, baik yang dimintakan kepada negara lain maupun vang
diteriia dari nepara lain,

Peningkatan dekes Perilakoo Al kerapsi; scrla

Indecls Kepnasan Pemangkn Kepentingan worhadap Laporan TPTPK.

Adapun  dargel peningkatan indikator keberhasilan di oatas
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dijabarkan di dalam Peta-jalan (Roadmap| Jangka Panjang (20012 - 2025)
denl Jangka Meneigal (2012 - 2014) sebagaimana lercauluin di dalain

bagian akhir dokumen ind.
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BAER II
STRATEGI

Visi dan Mis] Stranas TTK harus bisa dituminkan ke dalam level
inplenientasi. Untuk dlnlalh dibuiuhkan stralegis Kind, € {enamnm] strateg
nasional  telah  dimmnskan, wakni: (1) melaksanakan uvpayva-upava
pencegahan; (2] melaksanakan langkah-langkah  strategis dl bidang
pencgakan  hukum; (3] melaksanalian gpava-upava harmonisasi
poenyusiinan peratiiran perundang-undangan di bidang pemberantasan
kemipsi dan scktor terkait laing (1) melaksanakan kerja sama internasional
da1l pellvelamalan dsel Dasil tpikor; (O) memngkaikan upaya perndidilan
dan bndava anti koerapsi; dan [6) meningkatkan koordinasi dalam rangka
mckanisme polaporan pelaksanann upayva pomberanitazan kompsi.

Leellam  sirdleg  lersebul  selaras  delgan upavd pelcapdian
indilzator hasil utama (Key Resulf ndicator] Stranas PP, yvaita: (1) Tndceks
Fersepsi Korupsi; (2) Kesesuaimnn regulasi Indenesia dengan kelenluan
UNCAC; dan (3) Indels Sistemn lntepritas Nasional, Perbailear pada seliap
stravegl divakini akan borpengaruh terhadap memhbaiknya indikater hasil

Llanis siraims PPE lerselnal.

2.1. Strategi 1: Pencegahan

Permasalahan

Derlbagal pendekalanl pemberanlasal korupst vang lelall dijalaailan
Peianerintah Indonesia, seperti dikelahad, lebili cendeirung ke arall represif.
Hal ini juga vang mcrupalkan paradigma yvang berkembang di masvarakat,
baliwa pendekatan tersebul dindlai sebDogsi upava vang elektil watuk
et blkan cliclk jora

Talam kenvataannya, praktik tipikor masih terjadi sccara masit dan

sistematis di banvalk lini; di lembaga ekseloatit, legislatif, yudikatif, Dadan
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TLsaha Millk Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan, serta di
sendi-sendl lainnya dalam kehidupan masvarakat  Kita.  TTpayva
pencegalian, dengan demikinn, diharapkan menjadl langkah vang topat
dan membawa dampak perbaikan dimasa yang akan datang wengingal
Lesarniya peluang kesinambuiigan vang dimilikinga.

Masvarakal Indonesia kind sudah semakin menvadaii hak dan
kewajibainmiyva sebagal warga negar. Aspek kemudahunn dan kecepalan
dalam lavanan administratit menjadi tantitan di tengah masyarakat vang
Kan dinamis ind. Kendati Pemerindalit Pusal dan Peinerindali Daerah
sudah banvak melalukan perbaikan ataun pembenahan pada pelayanan
mihlik, totapi pada praktiknya, masyvarakat masih helum merasakan
tenfaalnya sccars optimal, Belom Gontasnya reformas birokrasi socars
mecnyelarth, tormitama dalam hal rightsizing, business process, dan
sumber daya manusia, kerap dituding sebagal masalah utamanya, Selain
itu, keterbukaan indoroasi juga werupakan ek masvatakal vaug laas
dipenuhi olch I'omerintall. Hal ini hahkan tolah dijamin olch TIU Ne, 14
Tabwr 2008 (enlang kelerbukaan hiformasi Publik vang sampal saql ind
wiasil perlu dilaksanakan secava menyehnuh dan berkualitas, Akses yvang
wuedaly dan efekil bBagl masyvarakal terhadap fornuast menjadi penling,
Salah sat nfnasi vang paling penting untole dilnikes adalal mengenai
perencanaan dan realisasi anggaran, di mana saat ini amat minim proscs
vange  dapal diiknti oleh masyarakal omiok mengawasl o bersibmys
perencanaan dan realisasi anggaran pada instansi pomerintahan.

Feherapa masalah lain vang juiga telah ditcmukoenali adalah: helum
mcemadainya  mcokanisme  pemberian reward  and  pustishment  bhagi
pelavanan puiblik, minimnya integritas, sistom karir dan ponggajian vang
Lelum sepeliulinya berbasis kKinelja, serla Delung ersusunilya ILELAjeInerl
Kinerja dan standar pelavanian windmal, Masalabh ersebul Udak dapal

ditclerir sehagal dasar pembenar, namun merupakan realita dalam
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pemberian lavanan pubklik yang masih hisa diccgah, dibcnahl, dan
dicarikan jalan keluarnya.

Mencecgahan memenganihi persepsl publile terhadap tipikor. Hal ini
dimmungkinkan kEarend bidang-Didang pencesdahan Derkditdnl eral dengan
peldavanan publik vang langsurg Dersentuhan dengan iuasvarsakal dan
polaku usaha.

Dralann skala bileniasional, pengulkurann erhadap persepsi publik
dilakuikean oleh berbagal instansd, salah satounva T melahnd suved Indeks
Persepsl Ivorupsi vang menilal persepsi nasyarakal lerliadap keberadaan
korupsi berdasarkan gabungan beberapa suivel dard berbagai lembaga.
Survel il wasih weieinpatkan Indoncsia i posisi yang masih rendah
keldati ada kecenderumgan pernitugkatan angka, Pada taloann 2011, [P

Idonesia ada pada peringkal ke-1000 dad 183 negara dengan skor 3,0

1

(naik sckitar t}2 dibandinglkan 11’ tahun 2018 atan 1,0 scjak tahin
2004,

Hal lain diturngjukkan oleh indeks global corruplion buromeler ((GOR)
tahun 2010, Menurut GCE 2010, schagian responden menyatalan pernah
malakukan pombavaran stap. Angkanva mencapal 18 porscn. Scmakin
tinggl indcks 4di suatn instansi, maka Instansi terschut kKian diperscpsikan
lerkorup, hdeks GCL wemberikai skor lertinggl dengan nilal ndeks 3,6
untuk lembaga legislarit, disusul lembaga kepolisian dan partai politik
dengan indeks 3,50 Yuoudikalill mendapal indeks 3,3, disusul pejabal
eksekulil delgan indelks 3,2,

Belain itu, peuyuapan dan Uudalk korupsi laiimya lerkail dengan
perizinan  dan  pelaksanaan kegiatan usaha merupakan salah satn
hanbatan Desar dalain berkembanguya inveslas) dan kegiatan bisnois di
Indenesia. Peratiran  perundang-undangan  yvang  masih - mombuka

kewnumngkinan umpang Gndilmya peridnan serta kepastian hukum yvang
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kadang dipertanvakan juga menjadi masalah lain vang umum terkait
usaha di Indencsia. T dunia bisnis internasional, dikenal peringkat Edse
of Dotng Business (WoDDB) atau peringkat kemudaban berusaha di negara-
negdia lerleniu vany  dikeluarkan  oleh World  Bank,  Salah satu
indikaloriiva adalah nilal Starting Business vallg menyanglul pelilaian
mernulal usalia, Pada saal ind, Indouesia berads pada peringkal ke-129
dalam peringkal EoDB, semenidrd beradsa pada peringkal kKe-152 wnuk
Starting Business dal 183 negara,

Berbagai upava pencegahan schenarnya telah dilakukan, antara
lain dcongan meningkatlzan muta lavanan  perizinan,  soperti - vang
dicentohkan bcherapa dacrah melalil pembentukan orne stop servdce
(lavanan satit atap). Namun, dalam implementagsinya, perscpsi masyvarakat,
maszih mencerminkan adanva kelemahan, teratama menyangkut regulasi
perizinan di dacrah yvang meninggalkan sckian oclah bagi korupsi.

Demikian pula dengan peninglkatan pelavanan porpajaloan, masih
Lerdapal kendala dengan belui tunilas dan lerhilegrasiinya prograu single
tdentificationt number [(nomor identifikasi  minggal]l. Sclain masalah
perpajakan, penunlasan dan penginegrasian progran i dipercava akdn
menvelesaikan bauvak pekerjaan ruah lerkaitl pemberantasan korupsi
I[Tal lain vang memiliki banyvak pekerjaan munalh adalal terkait dengan
proses pelgadaan banang dain jasa vang kerap dinilsd wenjadi 1anah
beasalt bagl terjadinva piaklik korupsi. Herbagai upaya lerobosan havos
dilalkukan untuk meminimalisasi mang-ruang terjadinya korupsi pada
bidalig-Lidang i2rselul.

survei Tntegritas vang dilakukan oleh KPK pada tahun 2011
maonyehutkan, skor rata-rata Intogritas Sckror Tuhlik Tndoncsia moncapai
&,31. Bkor terschut relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara
lain, meskipun hagl Tndonesia mermpakan peningkatan, vaitu dihitang

dari basis penghitungan pada tahun 2047 dengan skor sebhesar o,0.3, Darl
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survei rerselhut dapat ditarik benang merah, kurang maksimalnya mutu
birckrasl dan  pencgakan hnkim o vang  disertal dengan lemahnyva
mckanisme pomberian izin dan pengawasan atas poncrimaan negara dard
pajak, merupaksan akar masalal korupsin Celakanva,  1elomnoasi
manajeen  keuangan negar, derniama dalam hal perencanaan dan
pPelgalgeaTan pelwbangunan, beluin juga kuifjung luillas. Semud ing
merupakan peruasalabann sisteinik vang harus dapal dicegah welalul
kevja keras penvempuamiaai sistemn dan kelerubagaan,

Lerbagal peluasalalian di dalas wengisvaratkail baliwa, agar upava
peitberanilasan korupsi bisa opihnal dalam konteks siralegi pencegalug,
pelibatan scktor swasta dan masyvaralkat wajib dilaksanakan olch aparat
peinelintah sebagai penvedia pelavanan amon. Artites, keliga pilar
pemberantasan korupsi (pemerintah, masvarakat, dan swastal harus

secara sadar membangun komitmen bersama bagi poncegahan korupsi.

Tujuan
Meiwpersempil peluang lerjadinya tipikor pada tala kepeinerintahan
dan masyvarakat monyangknt pelavanan publik manmin penanganan

perkara yang bersih dar korupsi.

Tantangan

4. Deluan uillasnya relonuasi biiokrasi vang menveluruh,  Tlal  ind
dituigjukkar  antara lain oleh:  Delumn mernadainiya wmekanisie
peniberian rewward and punishment bagi pelavanan pubhlib anmitmmnya
inlegilas, sistem karlr dan peugeajisn vang  belum  sepenhinya
berbasis kinerja, serta belion lersusuniyvs anajentell kinerjs dan
standar pelavanan minimal.

b, Masibh  mwindmmya badan publik vanlg menerapkan keterbokaan
informasi menvangknn administrasi dan pelavanan publik, tormasuk
nponanganan perkara, kendati T Neo. 11 Tahun 2008 tontang
Heterbukaan Informasi Publilk dan UL No, 20 Tahuan 2002 tentang
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elayanan Mablik telah diberlakulan.

c. Layvanan torkait pengadaan barang dan jasa pemerintah olch hadan
publik masih helim sopenuhnya mencrapkan Peratiran Prosiden No.
o4 Tahun 2010 tentang Pengadaan Darang/.Jasa Pemerintah, termasuk
belun dilerapkamiva e-procurement secdara menveluruh,

d. Terhatasnya pelibatan masyvarakat dalam pongawasan pongclelaan
kenangan negara di tingkat pusat manpun ringkat daerah, termasuk
sulitiyys mwemwpercleh akses nformuasi lerkail pelaksanann Angearan
MPendapatan dan Belanja Negara (ATPEN] maupun Anggaran Pendapatan
dan Delanja Dasrah (APBLY).

e, Kendalimya  penanpanan pengadosn wasvarakal  dan pelaporan
(whistleblowinyy)  vang ditindaklanjuti  akibat  holum  optimalnya
mekanisiue dan infuasiukinr pengadognn pulblik,

[, Proses perizingil yang wasil lertulup dengan banyvak human siteraction

viaug dapal wenbnda miang korpsi.

Indikator Kebherhasilan

Tersnjudnya  layanan  publik dan ponanganan tipilkor  yvaog
transparan, akuntabel, dan bersih dari kerupsi untik memperscmpit,
peluang terjadinya tipiker sesual tijuan darl strategi ind, keherhasilannya
dinlar dari Indelis P'cocegahan Lorpsi.

Indeks ini dihitung herdasarkan dna sub indikator vakni Conirol of
Corruption (CoC) Index scrta peringkat Ease of Doing Business (RollB) yvang
dikcluarkan olch World Bank., Col dex pada dasarnva mongukur
eleklifitas kebijalkan dan kerangka nstansionsal  suatua nepdra dalain
mencegah kormipsi. Scmaontara, peringkat EolPB adalah mengukur tinglkat
Eemudahan unmlk memulai dan menjalankan usaha, yang erat kKaitannva
detigan proses pemberidan perizitnal, Pewidliban kedoa indikator ersebul
achagal ukuran kehorhasilan  stratcgi ponecgahan didasarkan  pada

pertimbangan permasalalian dan tantancan vang dihadapi dalam FFPIC
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scrta scbhapal upayva mondorong porocpatan poningkatan angka Indcks
Persepsi erupsi. Penggabungan kedua sab indilkator ini menjadi Tndeks
Penecegahan Kormpsi dilakulkan melalul konversi dengan ulkuaran angka
mdeks 1 (lerburuk) sampal dengan atigka indeks 1O (lerbaik), Tala cara
konversi CoC dan kenversi LoD disajikan secara lebih 1] sebagaiinanis
tercantum di dalam bagian akhiv dokumen ol Semakin tinggl angka
Ilndeks  Pencegaliann  korupsi yang dicapal, waka  divakingd  upava

pelcegahizn komips] berjalan seinakin menihbaile

2.2, Strategi 2: Penagalkan Hukum

Permasalahan

Lerbagal upayva vang sudah dilakukan Peruerintal ndonesia tdak
scra-merta menyebahlzan  pernmrunan  angka korupsi scerta scmakin
bBersiinivea lala kepewerinlalzng dan ala kenasvarakalann odr Unedak
kerupsi, kelusi, nepotisme. Dalan kurwn lima tabun leraklir, Gdak
sedikit kasus korupsl yang menvangkut penvelenggara negara diproses
bdnigea ke tngkat peradilan. Kemelilerian Dralam Negerl mencaldl, sejak
taluin 2001-2011, Presiden  welah menandalangani wan peuleriksaan
tipikor sctidalknya terhadap 168 (scratus cnam puluh delapan) Gubornure
tlaany PBupali/Walikols vang tersangkuod pevkara upikor.

Masih banvak kasus kormpsi vang behun terountaskan meski telah
meonvedot perhatian khalavak lunas. TPenting untuk dicatat, pencgakan
htkunr  yang lidak kensisten dengan hulkonn pesitdl yvang Lerlaku
berpengarnh pada melemahnya tingkat kepercavaan masyvarakat terhadap
hukum hoscrta aparaturnyva. Porsepsi masyvarakat vang buruk mcongenal
proses pencgalan hukum, pada akhirnya, menggiring masyvarakat pada
pola kehidupan sosial voang tidak moempercayval huloum schagal sarana
pelyelesaian kondlik,

Miinoul  keconderungan  intlk meonvelesalkan  konflik  dengan

caranya sendiri-sendiri. Fada akhirnyva ada plhalk-pihall lain vang
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mecmanfaatkan inkonsistcnsi peoncgakan hulkum untuk kepentingannya
sendirl, vang berdampak kepada kermigian di pihals lainnya.

Abscnnva kepercayaan (tricst] diantara masvaralat yang melahirkan
Eelidakpuasan lerhiadap lemnbaga hukuim beserla apdaraluntrya 100 Lt bal-
lavnr mengual. Hal i, ke depamiva, dapal wenjadi hambalan lersendicd
Lalkala dilskukan upavda-upavda perbailean dalam tangka pengualan
pelesakiai hukui di lndonesia,

Ferlu dilakukan upaya percepatan penyvelesalan kasus-kasus yvang
menarik perhaliang masyvarakal, Upava penegakan Dukuin juga ddak
ierlepas dari perbaikan peraturan penmdang-undangsan yang Gnnpang
tindih. 'enegakan hnkum perhln didukung oleh keranglka regulasi yvang
merndadal demd menjaniinn proses penegakan hukomn bisa meweuhi 1asa
keadilan masvacakal,  lidak  lavinya tersangka koroplor,  hingga
tersclamatkannya asct nogara vang dikerapsinya. Pengawasan torhadap
lembags, aparatur, manpun unsur-nnsur proefesi vang terkait pencegakan
hitkum, jnga perhn diperkuat dengan partisipasi masyvaralzat, Partisipasi
masyarakat, baik sclalu pelapor manpun saksi, masih belum didulkung
olch ketcrjaminan meorcka atas porlindungan hulkum yang  scpattnya
diterima. Mckanisme pengaduan hukum yang belum terhangun dengan
bhailk di masvarakat, begitu pula transparansi penvelesaian kasus-kasus
kEoripsi vang belum memuaskan khalavak luas. Paktor-faktor inilah vang
Kian memperbuarnik kondisi yvang ada.

Melihat kondisi seperti itn, langkah-langkah perbaikan dengan
strategl vang mampu menjawab permasalahan sangat diburuhkan agar
optimalisasi pencgakan hukum dapat dilakukan., Oleh karcna it di
samping 1pava poncegahan kormipsi, sudah sclavaknya jika pencgakan

hukum ditempatkan sebagal pilar kedua Stranas PRI
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Tujnan
Fentunibasan kasus  lplkor secara konsislen dan sesuai hukuio
positil vaug berlakin dand monulihkan keporcayvaan masyarakal (erhadap

pelevakianl hiuku vange berkeadilan dan ransparan.

Tantangan

d. Tipikor semakin wamak. Tidak sedilkil penvelenpgarg uegam vang
lersangkul dail dipreses hingea ke tGagkat peradilan.

b, Absennya lingkal keperoayvaan (frust) di lengah nasyarakat ielahirkan
ketidakpuasan terhadap lembaga huiknm bescrta aparaturnya.

¢, Peraturan pervndang-undangan nasih banyak yang lumpang-tndih,
padahal penegakan hukum perlu diikungan kerangka regnlasi yvang
memadai.

d. Pengawasan terhadap lembaga, aparatir, manpun unsnr-unsir protes]
terkait penecgalean hukom, masih lemath.

e, Parisipas] masvarakal, balk selaku pelapor aupun saksi, masih
behnn didulamg oleh keterjaminan mereka glas perlindomgan hukon
yanug sepalulnya diteiiins,. Ditaniball lagl, melkarasme  peungaduan

miasvarakat juga helum menmadai.

Indikkator Keberhasilan

Berdasarkan periuasalabizg dan lanlangan ersebul didlas, maka
perlu dilakukann  sualn upava wenvebouh  dann sislematis wntuk
mengembalilkan kKepercayvaan masvarakat terkalt penegalkan hukum vang
Adil daln ansparan,. Proses penegalkan hokum i, dinmulai dard proses
pongaduan,  peoyelidikan,  penyidikan,  penoniotan hingga cksckuos
Luritutan, Unluk mengukur keberlisilan sirateed ind, meaks diokor melalui
capaiai hwdcks Penegakan Hukog Mipikeor, vang moencakup 5 (e sub
indilkator schagal berikut:

a. Persentase penvelesalan pengaduan tipikor, vang dihitung berdasarkan
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jumlah pengaduan tipikor vang ditingkatkan ke tahap penvelidikan
dibandingkan dengan total pengadiian yang diterima oleh aparat
pencgal huloam.

b, Perselllase  penyvelesaian peuvelidikan Gpiken, yang  dibilung
berdasarkan jumlah penyelidilan Gpikor yanug ditingkatkan ke wmhap
penvidikan dibandingkan dengan tolal penvelidikai kasus lpikor.

e, Perseulase  penyvelesaian peryidikan,  vang  dililung berdasarkan
Jumlah  penyidilan tipiker  vang  ditingkatlkan  menjadi funtutan
dibandingkan dengan lolal penyidikan lipikor

d. Conviction Rate, vang dihitung berdasarkan jumlah pemidanaan kasus
tipikar dibandingkan dengan pclimpahan borkas kasus tipiker ko
Pengaddilangg

. Porsentasce ponvelesaian cksclusl putusan, yvang dihitung berdasarkan
Jumlall putusan yvang diekselkusi (badan) dibandingkan dengan total
pulusan kasus Upikor vang berkelkualan bukun e tag.

Untuk mempeoroleh angka [ndeks Poencgalkan Hukum Tipikor, kelima
sub indikator lersebul digabunpksn dengan pewhbobotan vang berbeda
a1llara satu sub indikalor dengan sub indikator laiimya, Pembedaan bobol
dimaksud dengan mempertimbangkan pengeunaan suinber dava dan
wallil serla signifikansinys lerhadap upays penegalan hulaon, Adapun
siumber data dari suh indikator dipereleh dari lembaga pencgak hulium.
Seanakin finggi angkas indeks Penegakan Dolann Tipikor ind, maks divakini
upaya penegakan hukum tipikor mengalami perbaikan, dan kepercayaan
masyvarakat mengalami poninglkatan., Sccara lengkap hobot dan formilasi
penghitungan sub indikator dapat dilihat schagaimana torcantum  di
fdalam hagian akhir doknimeon ini.

Dalann pelaksanmainiva, salegl i wsmellukan dokungan dan
koorditasi vang baik dand lembaga lerkail penegalkan hukun, teruasuk

Kepolisian, Kejalksaan, I<FR, dan Mahkamah Agung.
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2.3. Strategi 3: Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan

Salalh satn kendala dalam PRI, sebagaimana telalh  sedikit
disingcung scheliumnya, terletalkk pada peratiiran perundang-nindangan
vang cksistensinys masinh helhiim memadai. Thalam artian, masih wrdapat
Lornpratig-Lindils dann ikensisiensi antar peralurail perundang-uidanigan,
sella masih lerdapal peraluran-peraiuranl vailg mwembuks peluang bagl
herlangsungnya tipikor hinggn abscnnya pengaturan schingga
wenghan bl PP

Peraluran perutidang-undangan merupakan fabkilor pendukunng vang
tidak torpizablcan dari strategl manpun rencana aksi PPE. Untak ita,
perlu dipastikann ladiinva perangleal peraturan anld korupsi yang
wentadal,  Caraiva adalah delngan wwengevaluasi,  merevisi,  alau
melengkapi  poraturan-peraturan vang sudah ada. DPeraturan yvang
dittalesud lu bukatl semdala vang erkail Upikor, melaindedin juga yang
selangalinyg adalall antl koarups danfatau weminimalisasi peluaig bagl
terjadiniva tipilor,

Unink kousisiensi PPK, Pewerinlall ndonesia lelahy meratilikast
LNCAC 2003 welalui UL No. 7 Tabiun 2006, Nikad ind wengaudung anrti,
kelciitnan-keicuinan dalan UNCAC haris dapat ditcrapkan dan mengikal,
sebagal kelentuan hukuin di Indenesia, Beberapa kelenbuan di dalanniva
et xakan lul bara i Indonesia, sehingga perlu diatun atan diakomodas
lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan torkait pembarantasan
kornpesics Tlal a0 dipevlolean agar kviminalisasi perbuoatan timdak pidana
tertentu kelak menjadi dasar hukum yvang memadai dalam  rangka
pencgakan hnknm. Hal-hal baru terscbut misalnya tentang penyuapan
sjabiai publilk  asing dan pojabml organisasl  inderoasional  pablilk,
memperdaganglkan pengaruh, momporkava sceara tidale sah, atau korupsi

dl selktor swasta,
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Sclain itu, negara-ncgara poscrta UNCAC akan saling mo-review
dan meorckomendasikan langlkah-langkah perbaikan. Saat ini, review
torhadap Indonesia telah dilakialkan atas Bab I dan Bab IV TTNCAC, Hasil
reviets  lersebul  dapal  wenjadi oacwan perbaikann unluk kKesesuaidn
peraluran perundang-undatgan @l korupst dengan UNCAC,

Langkah-langkah akomodatit dalam ponyusunan maunpoan roevisi
peraluran perundang-undangan  Indonesia dalaon rangka harnnonisasi
sernEceqn i perlu dilakukan agar PRI dapal lerlaksana di alas landasan
hukum vang memadal. Melalud sirategl ind, ondasi ovang koal bagl
pelcesahian dan pemberanlasan vallg berkesinambungan alas  Upikor

cdlapal teragued.

Tujuan

4. Menyusuil dan merevisi peraluran peruidatig-uiidangzanl anll korapsi
di bidang tpikor tpaupun di bidang siralegls lain vaup berpoleisi
membnlka peluang korapsi, agar toercipta tatanon regnlasi vang
Lirnuonds dan menadai bagd PRI

b, Tercapainya kesesualanl anlara ketentusan-ketentioqal di dalam UNCAC

dengann lukuwu yang berlaku di Indonesia,

Tantangan

a. Poraturan  perandang-undangan  pada scktor-sclktor  lain vang
membuka  peliang kortipsi masih belum teridentitikasi scoara
komprehensif

b. Ketentuan-ketentiian UNCAC banvak yvang masih belim terakemodasi
dalaun peraturan permndang-undangan Indonesia,

. Peraluian perundang-undanggir o lerkail  penegakan hokoam dan
penangalan perkara dalam sistein peradilan harus diperbaiki dan

disempurnakan.
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Indikator Keberhasilan

ldikator Keberlasilan stralegd i erletak pada perbaikan kondisi
inkonsistensi perabinan perimdang-undangan di Indoiesia agar dapal
niermberi dasar hulkum vang weiadal bagi PRPKL Tingkal keberlasilan
slralegl 111 diukur berdasarkan persellase kesesudian anbara perdlinsEn
perundang-undangan antl komipsl Tndenesia dengan atiiran UNCAC,
termasuk didalamnya porscntasc penyelezsaian rekomendasi-
rekomendasinya. Scemakin mendckati 100 % (scratus persen), maka
poeraturan perandaneg-undangan di Indencsia scmakin scsuai dengan

commmon practise yang dada dl berbag:al negatd,

2.4, Strategi 4: Kerja Sama Internasional dan Penyelamatan Aset

Hasil Tipikor

Permasalahan

Pelrangaian Upikor  seringkali | mewmerlukann kerja sama
internasional. Telah tordapat berbagai conteh kasus di mana penanganan
lipiker Derpantung kepada hal-hal ovang berada di luanr Dalas negara,
misalnya ketika lersanglka, buktll ataun asel basil tpikor berada 4 loa
negeri. Dalan hal demikian, ketja sama inlertasionsal vane melibatkan
olonilas danlar nepaia diperlukan deund penanganan Upikor vaug juga
scjalan dengan  ketenman  UNCAC, Kerja sama  internasional  dapat
dilaksaizakan melalud Dantouan linhal balik dalain masalal pidana (mudaal
legal nssistarnce in crimintcd matters atall MLA) dalam hal ponearian orang,
barang bukti, dan pcngombalian asscot. Dalam hal pengembalian pelaku
tipikor ke dalam jurisdiksi Indencsia dilaknkan melalni ckiradisi.

Sampai saat ini, Indonesia masih menemui banyak kondala dalam
melaksanakan kerja sama internasicnal untuk penanganan tipikor,
meskipuin telah memiliki horbagai percjanjian MTLA dan ckstradisi. Tingkat

Iieberhasilan (stccess rote) pengembalian crang, pengambilan barang
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Imlktl, dan repatriasi aset darl laar negerl masih tergolong rendah.

Echerapa permasalahan terkait dengan hal tersebut antara lain:

f. Iicscsuaian polaksanaan proscs hnkum 4l dalam negeri dengan
penuchonan banlusi Kerja sama yange dinuinntakan kepada negaira lain
vang melibailkan sistern hukum asing seringkali tdak saling sejalan.

. Boordinast aular lenubaps penesals hukuin, Oloritas Pusal (Central
Authorify), dan lembags lerkail lanmya mwasilh perlu ditingkaikai,
dengan adanva mekanisme vang jelas dan ditepati unmk mendukung
kelancaran proses kelja sama inlermasional,

. Kapasiltas dan kapabilitas stnuber daya wanusia dad instanst (erkail,
perhit menjadi perhatian.

el Selain il upaya-upaya elesiradisi dar negara lain belum menemuliean
titik keberhasilan dengan hambatan yvang scrapa. Terlehih lagi masih
porlil penguatan dan ponambahan perjanjion ckstradisi denegan
wmpat-tempat seife heavernt hagi polakua tipikor.

Khusus mengecnai penyelamatan asct, balk di dalam maupun Taar
negeri, diperlulean mekanisiie pencegabian pewindaliann asel (transfer of
assets) dan pengembalisnnva dengan memperlalikan keleritoann UNCAC,
Dari awal proses hukumnyva, pemanfaatan inrelijens] kKeuangan juga
dirasa sangal pelting sehinges asel i dalan dan luar negeri dapatl
diraiupas jika perhn Khusus proses pengeinbalian asel hasil korupsi yang
berada di lmar negeri dengan  karakteristik huknm vang  berbeda
mensyatdikan prhnanyes pengelahuan tekins dan kapasitas aparal
penegak hukum yvang didukung kerja sama penuh dari sclurah lembaga
terkait di dalam penyelidiltan, penyidikan, peonuntutan, dan proscs
pengadilan. Untuk pengembalian asct di dalam  negeri, kedisiplinan
cleacknsl putusan pengadilan perln dijaga agar schiirmh ganti mgl dapat

dipenulil cleh terpidana tipikor.
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Selanjutnya adalah pengelolaan aset negara hasil tipikor, haras
diakuil, sclama ini masih belum terlaksana sceara semestinya. Perlu
dijclaskan mckanismec pongclelaan dan dijadikan pembelajaran untuk
wenganbil kebijakai-kebijakan levkail penvelanmalan asel Upikor di neasa
datang.

Dglam lubutiganmnya deugan UNCAC, lndonesia beluin weiuilild
peraturail yaug cukup unluk menangand perninlaai bandoan dar negara
lain, termasiilk permintaan penyitaanf perampasan ascr. Indonesia juga
Lelum metuililki peratinan ienlang pelaksoiiaan pelyilaan (peramysan)
azct vang dilalukan tanpa adanya putnsan pengadilan dari suam kasus
korupsl (confiscation without a crimmal convictton), Pemenuhan peraturan
vang dipcrlikan untuk mendulkung pormintaan negara lain dalam kerja
sama  internasional torkait pembeorantasan kKorapsi juga masih perlu

diusaliakan.

Tujuan

hMeningkatlkkan pengembalian asct untuk mengganti kerugian negara
vang ditempuh melalul peningkatan kerja sama internasicnal dalam
rangka 'TlL, khususnya dengan pengajiian bantiian timbal-balik masalah
pidana, peningkatan koordinasi intensit antar lembaga poncegalk hukum,

sella peningkatan kapasitlas aparal lembags penegak hukui.

Tantangan

a. Masih rendahnya tingkat kesukscesan pengembalian asct, baik darl lnar
niaupunl dalam neger dan bentik perniintasn bantuan timbal balik
masalah pidana lainnya.

b, Mazih rendahnoyva tingkat lkesulisesan peormintasn clstradis] dacl
negara lain.

. Masih lemahnva  informasi jahr keuangan nintiilke membuktikan

keterkaitan aset hasil tiplkor vang perlu divam pas oleh negara.
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d. Bclum optimalnya koordinasi antar lcmbaga pencgak hukum dan
kapasitasnya dalam menangani Kerja sama internasional, khususnya
pongembialian aset.

e, Melkanizme internal dalam proses pengembalian aset perlu diperbailkd
Agal proses pengenlbalian asel dapal Denjalan lebih opilinual.

f. Toraturan perundang-undangan Indaoncsia helum mengatur
pelaksanasn dari putusan penvitaan (perampasarn) dari negara lain.

o, Pengelolasn asel hasil pengernnbalian iuasily beluan terselenpeana,

Indikator Keberhasilan

Kebherhasilan pelaksanaan strategi ind dinknir berdasarkan 2 [dua)
ukuran keberhasilan, vakni persentase tngkat keberhasilan kerja saa
internasional dalam bidang tipikor dan persentase penvelamatan asct
hasil tipiker. Peninglatan kesulksesan kerja sama internasional dalam
bidang  tpikor vang  diakur omelalud 20 {dog) saly indikator vaknd
meningkatnya peorsentasi keberhasilan MLA dan ckstradisi, balk vang
dikirim kepada negara lain manpun yvang ditcrima darl negara lain.
Keberhasilan MLA dan ckstradisi dinkuar dengan poernyvatasn lengkapnya
herkas peoermintaan  Indonesia  kepada negara  lain schingga  dapat
ditindaklanjnti, dan tclah ditindaklanjntinya herkas permintaan kerja
sama darl negara lain.

Malam hal penvelamatan aset, ukuran keberhasilannya tercermin
dari porscntase penyvelamatan asct hasil tipikor vang herasal dari dalam
dan/atan luar nogerl sesual purusan pengadilan, baik di Kejaksaan Agung
maunpin  KPK.  Penvelamatan asct terschut dindawr darl realisasi
pengemhbalian asct tipikor vang disctor ke kas negara dibandingkan
dengan total aset yvang dirampas untuk negara berdasarlian putasan
pengadilan, Somakin tinggi porsentasc korja sama  intornasional dan
penvelamatan  asct, maka upava ini o akan mendorong  porocpatan

kesesualan dengan UNCAC,
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Dhalam polaksanaannya, strategl ini momerlukan dukungan darl
lembaga terkait ponegakan huloam, termasuk Kepolisian, ejalksaan, WPk,
Mahkamah Agung, PPATL scorta Otoritas Pusat di Kementerian Huloam

tlaaan | lak Asasl hMansia,

2.5, Strategi 5: Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

Permasalahan

Meskipun kejujuran merupakan nilal vang dijunjung tinggi olch
Pratigsa Indonesia, iamun prakiil korupsi vallg jelas Derleniangan dengan
nilai torscbut kerap terjadic. Salah sat akar penvebab borkembangnya
praktik korupsi patut diduga lberasal darl rendahnya integritas para
pelakunva dan masihh kentalnea budaya peruisil terhadap ndalan
kormipsi. Roendahnva cofcl deteren bagl pelalm korupsi inilah yvang turut
mendukung maraknva prakiik korupsi.

Lralann budava organlisasi uedernn, sistein nilal terleintiu vang bersilal
universal harus  ditegakkan dalam  organisasi, baik di lingkangan
pewelintaban . waupull o swasla, Masvarakal  dengan kullur vang
mendoreng struklur sosial berperilaku koruplil perlu diabah pola pikiimya
agar torbehas darl nilai-nilal koruptif, terlebih lagh agar menjunjung
integritas. Lebibe dar i, saugat diperlukan perilako akul davi measyvarakal
untuk mencegah perilaln koruptif di lingkungannya. iperlukan individua-
individu vang mampu mempengaruhl dan bertindak untak mencegah
adanya thidakan karuptif, Gdak hanya pasil ontuk mencegah korapsi oleh
dirinyva scndiri.

Pengembangan sistem nilal dan sikap anti kormpsi tcrschut perla
dilalkulkan melalnd berbagal kampanye vang memberikan rang bagi
masyarakat untul tarat borpartisipasl dalam upaya poemberantasan
Eorupsi, salall saln kanal ulaneniys adalabl melalul peldidilean dan
intornalisasi budava ant korpsi di lingkungan Tomorintah, swasta,

masvarakat, mauapun pemmangkn kepentingan lainnyva. Jejaring pendidilkan
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antl korupsl dan perguruan ringgl atan pusat kajlan antl korupsl juga
perht dikembangkan sciring dengan perknatan sanksi sosial.

Georakan sosial anti kompsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai
antl komipsi dalam sistem budaya lokal. Dengan demikian, selain tercipta
pewmslhininan lerhadap perilaku-perilako koruptil, pembanigunan kamkier
hangsa yvang berintegritas dan antl korupsi dibarapkan juga alkan

mernperkial geralian anll korupst Deseria sailkst sosialiva,

Tujunan

Memperknat sctiap individu dalam mengambil keputiisan vang ctis
fdan herintogritas, sclain juga nntk menciptalkkan budava zero olercavice
terhadap korupsi. Masvarakat  dibarapkan menjadi pelako aktdfl
peneegahan dan pemberantasan korpsl schingga mampu mempangarnihi
keputusan vang ctizs dan berintegritas di lingkangannya, lebih Iuas dard
dirinya sendird.

Tantangan

a. Masih adanyva sikap permisit di masyvarakat terhadap pelaku tipikor,
sarlksi sosial bagi pelaku tipikor perlu diperkoal uiiink menghasilkan
clek  deteran, Sikap penmisii wrsehol juga seringkall ditoogukkean
dengan pasitnya individu dalam menghadapi adanya tindakan keruptit
daari ndividu lain di dalan Gngkongaaoea.

b. Abscnnyva strategl komunikasi dalam poendidikan budaya antl korapsi
Hal ini diminjukkan dengan kurang ofcktithya materi maupun cara
penydipaian pendidikan dan keupanye anli karupst o ada
masyvarakart.

. Behim terintograsinya pondidilan antl keruipsi ke dalam kuarilkulium

sckolalt maupun perguruan Unggi.
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Indikator Keberhasilan

Terwujudiys masvarsakal denpan budaya integritas dalan berbagai
i kehidupan: berbangsa dan bermegara. Strategi ind divnkur berdasarkan
Indeks Perilako Anll Korupsi vang ada dikalangan ala kepeuerind aliai
maupun individu di sehouh lndonesia, Semnakin linggl anglka indeks ini,
maka divakini nilai budava anti kerupsi scmakin terinternalisasi dan

mewijud dalam perilakn nyata sctiap individo untuk memerangi tipikor.

2.6, Strategi 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan

RKorupsi

Permasalahan

etigan lelah neratifikasi UNCAC, Poncrintah Indonesia derikal
dalam melaksanakan ketentian  sckaligus  melaporkan eapalan-
capalannya. Artinva, Indonesia schagal Mheogara Iecscrta, noegara vang relah
menandatangani  dan  meratifikasi UNCAC wajib menyvediakan dan
mempublikasikan informasi meongeocnal apapun program vang  telah,
lengah, dan akan dilaks@nakan, berikul rencana dann prakiikinva secaia
periodil dalan upaya pemberantasan kormpsi.

Mekanisine  pelaporannva dapal  dilakokaln  secars berjeirjang
dengan perkuatan sistem pelaporan indernal para pihak lerkail selaku
pelaksana kotentuan UNCAC, dilaporkan dalam Konforensi Nogara-Negara
Peserla (Conference of the States Parties alau CoBP) Sayangiiva, hitgea
kKini, behim ada suatin mekanisme internal yvang memudahkan tiap-tiap
instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam menvampaikan informasi
(internal informotion gathering mechanism) monyvangkut pelaksanaan
ketentuan UTNCAC di Tndencsia.

delain Itu, informasi mengenai upava-upaya FPR sscara luas juga
diperinkkan olch masvarakat luas vang kKian harl perhatiannya Kian tinggi

terliadap PPR. Saat ind, belum hanvak informasi vang dipublikasikan dan
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digunakan untulk mendukung partisipasi masvarakat dalam PPE.

Agar kelancaran proses internalisasi dan pengaliran laporannya
totap berjalan, perlu dipastikan dengan menanjuk penangeung jawaly (T3))
bidaig pelaporan. Py lersebul berkewajiban unbuk: (1) memastikan para
prhak secara rutin melaporkan kegiaian terkail pelaksanasan keteniuan
UNCAC; [2) wengoensolidasikaiinva ke dalan laporan pelakssansan FPIO
da1n kelenntuan UNCAC; sevla [3) wewpublikasikannva ke berbagai mnedia,
lcrTuasuk webportal PP, puna mewmnpermuwdah pemanfabatanmnya dalam

pelyusuial kebijakan dan pengukuran kinerja PP nasional.

Tujunan

f. Memastikan koterscdlasan laporan mtin dan  informasi terkadt
pelaksaipan ketenluan TNCAC dan kepialan FPE Al Indonesia beserta
CAPAlAT-CAPAlalIY H,

L. Mormastikan baliwa paca pihak, pelaksana ketentoan UNCAC dan aksi
PPk, berkontribusi akiil mwelaporkan Kinerja danl capaian-capdaidinmya
vang lelah, lengah, dan akan dilaksanakan secara 1t

c. Terlaporkan dan terpublikasikannya usaha-uisaha yvang telah, tengah,
dan  akan  dilaksaicakan pemnerintah,  legislatil,  yvudikatil,  dan
masvarakat, berkenaan dengan pelaksanaan kotontuan UNCAC dan
K sccara periodil.

d. Terpemihinya  (seratis  persen) semua kewajiban dalam pelaporan

terkait pelaksanaan ketontuan TTNCAC,

Tantangan

d. llorruasi dan koorditiasi terkait pelaksanaan PP, kendall mernpalaan
Is11 vang scring dibahas di berbagal pertemuan lintas K/L, namun
uwiinin pelaksanaan,  konsistensi, serla kesinambungannya sulit
erjaga.

b. Tengumpulan informasi, pelaperan, dan publikasi informasi, scring

tersendat akibat minimnva catatan, delkumentasi, serta Kedisiplinan
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para pihak dalam polaporan.

c. Diperlukan pencemuan tormat (bentik) laporan dan publikasi vang
cicktit schingga dapar digunakan olch masyvarakat untuk herpartisipasi
dalam PPE, le11nasuk peinanlauarniva.,

d., Penunjuksnn Penanggung Jawab (P untuk penyusuiiail laporan tEnpa
lnndasan hulmum dan Eowenangan vang ouliup, schingea lkesulitan
dalam welakukan kowdinast dengan paa pilisak guna wenbangun
kenmitimenr umiink berbagh infonmuasi. Togas pokok, Tmgsi,  dan
kewernnigamiva perlu ditwsngksan dalang bennnll regulasi selingkal
histruksi Presiden alau Peraluran Presiden  disesuadkan deigan
keculkupan tdan keelektifanmya clialan berkoordinims dan

merignp ulkan informasi dari para piliak terkail.

Indikator Keberhasilan

Kehorhasilan  pelaksanaan  strateglh mokanisme  pelaporan TTK
dilakulkan dengan memakai Dideks Kepuasall Peiuanglku Kepenlingan
lerhiadap  Lapormn PPl vang dioakoar dard 20 (dus) elemen vaknd
pemanfaatan laporan PPk dan ketepatan waktu publikasi laperan
berbagal upava PPIG lermasuk pelaksanaann UNCAC, Deserts capaiall-
capsiannya. Semakin Unggl tingkal kepoasan pomanglko kepentiogao,
maka harapannyva, scmua kebutuhan informasi dan pelaporan torkait
proscs penyvusunan kebijakan dan penilaian progres PP dapat scinakin
terpenuhi schingga upayva PPN dapat dilawal sceara herkesinambungan

dan Tepat sasaran.
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BAB III
FORKUS KEGIATAN PRIORITAS

3.1. Fokus Jangka Panjang {2012-2025]

3.1.a. Strategi 1. Pencegahan

Masihal bijak "nencegah lebih baik dan pada mengobali” relevan

dalam strategi ini. Perbaikan di bidang pencegahan akan dilakukan sccara

sisteiuatlis agar dapalk vang dibasillkan dapal wembenali kondisi vang

ada. lkegiatan berjangla panjangnya adalah:

£l.

T3,

h.

Peningkatan transparansi dan alkuntahilitas dalam administrasi dan
layaiian publik, pengelolaan keuaugan negara, pelangalian poerkara
borbasis feknolegi informasi (TT), scrta pongadaan barang dan jasa
herbasis TT di pusat maupun dacrala.

Peninglkatan cfcktivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyvarakat
dalaan  penyvelenggaraan pemerintahan dan kouangan negara, scrta
e asuklian 1lal milepritas dalan sisiein peinlaian Khnierjanya.
FPeningkatan  eleklvilas  pemberian izin terkail  kegiatan usaha,
kelelmgalkerjaan, dal pertaimbian vang bebas korupsi.

FPeningkatan eleklivitas pelayvanan pajak dan bea cukad vane bebas
keipsi.

FPengualan komitnenn @l korupsi di osemoa eleinenn peinerindalian
{elksekulil), yudikatil, niaupun legislatill

Pencrapan sistem selcksi/ penempatan/ promaosi pejabat publik melalni
assesmernt inllegrilas (tax clearance, clearance alas iransalest keuangHn,
dlly dan pakta integritas.

Mekanisme penanganan  keluhan/pengaduan  anti korupsi  sceara
nasinnal.

Peningkatan pengawasan internal dan cksternal, sorta memastukkan

nilai integritas ke dalam sisteimn penilaian Kinerja.
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1. Peningkatan transparansi dan akuntabllitas pengelolaan keuangan
serta Kinerja memyn opini audit Wajar Tanpa Pongerualian dengan
Linerja rima.

j. Pembenaha sistein kepeinerintahian melalul Relormasi Bitokrasi.

k. Pelaksanaan e-govermment.

3.1.b. Strategi 2. Penegakan Hukum

Fokus-lokus  kegialan pricnitas lerkail  perbaiksann mekanisie
pencgaltan hulkum  dalam  rangka meningkatkan kepeorcayvaan  (fruistd]
wEsyvarakal terliadap apaial dan letnbags peliegak hukum adalah:

4. Memperkual mekanisme keletubagaan dan kerja saned autar leinbaga
penegdal hukum dalan rangka engoplnElloar) proses  pelegalian
hitkinn lerluadap tipikor

b, Memperkuat sarana pendukung borbasis TT untuk koordinasi antar
lcmbaga  poncegal hukum dalam penangansn lkasns dan proscs
peradilanfe-laie erforcement).

o. Pencrapan zero foleronice pada tipikor dan sanksi hukum vang lehih

tegas di semua strata pemerintahan (ekseloatif], legislatif, dan yuadikatif,

3.1l.c. Strategi 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Tsn ntama dalam menghadapi thmpang-tindih regulasi  torkait
upava permberantasan korupsi adalah hanuoenisast dail  pelyusunian
poeraturan  periindang-nndangan dalam  rangka implementasi LINCAC

Kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuslkan pada:

A, Hamnotlisast dan sinkrondsasi peralinan perundang-undangan sesuai
dengan kehijakan nasional dan kebutuhan dacrah vang berhubungan
dengan sumher daya alaam.,

T, ITarmnonisas] dall sinkronds@ast  perdlurail perulldang-undangean dan
penyvusunannya dalam ranglka modernisasi penegakan hukum dalam

sistem peradilan pidana.


http://www.djpp.depkumham.go.id

35 2012, No.122

c, Mckanisme monitoring (pemantaunan) dan  cvaluasl porataran
permindang-undangan torhadap pelaksanaan peratiiran perandang-
undangan vang tiimpang tindih dan tidak konsiston.

d. Melalkukan pemetaan dan revisi peraturan  perundang-undangan
lerkall proses peuegakan hukum, gintara laing perlindungan saksi dan
nelaku vang hokerja sama [fusfice collaborgtor], scrta menghalangi
proses hukum (ebstruction of fustics).

e, llanuonisasi  berikul  penvusunan peraluran peruidang-undangan
dalam rangka implemantasi UNCAC dan poraturan pendulaing lainnya.

I. Penvederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas dacrall.

g, llanuonisasi lerhadap pengawasan dlas pelaksanaann regulast terkail
polimpahan kewenangan Pomerintah TPusat kepada Pemerintah Tiacrah.,

3.1.d. Strategi 4. Kerja Sama Internasional dan Penyelamatan Aset

Hazil Tipikor

I'cngembalian aset  hasil tipiker penting di dalam  rangkalan
pemberantasan kempsi. Tralam ranglka meningkatkan  porsentasc
poncembalian  asct dan  kKerugian negara, maka keglatan  berjangloa
panjang dalam strategi ini difolknskan pada kegiatan:

a. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan MLA dengan
fokus pada pomantapan Croritas Pusat di Eementerian Hulkum dan
Hak #Azasi Manusia dalam proses penyvelamatan asct, Kerja sama
internasional, serta polalksanaan clstradisi.

Ip. Ponataan lembaga pengclola asct hasil kormpsi dengan
mempertimbangkan kebutithan nasicnal dan interonasional.

. Melatihan dan banthan teknis di antara lemhbaga penegalk hukonm
dalam ranglka penvelamatan aset hasil Korapsi.

d, Sosialisasi peraluran perundang-ulidangsn kepads apaoal pelegak
hulkum herkoenaan dengan penyelamatan A8t herilent

mplementasinya.
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e, Peningkatan kerja sama internasiconal dengan negara-negara lain

dalam WA dan clkstradisi.

3.1.e. Strategi 5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
De11ga1l persamaan card pandang babwa korapsi saigal merugikan
masyarakar dan sctiap manusia Indoncsia, diharapkan akan muncul

perbaikan-poerhaikan. Pendidiltan dan internalisasi budayva anti koripsi di

segenap  lapisan masvarakat merupakan salah satu cari unmuk

menyvamakan cara pandang tersehit. Kegiatan berjangka panjang dalam
strategl ind difokuskan pada;

. Pengennbangsn sistemn nilal dan sikap anid korupsi dalam berbagad
alktivitas kehidupan di 3 (tiga] plar I'PK; masvarakat, sckior swasta,
darl aparal penieriiati,

b, Pengenubangan dan peuerapan wilai-nilal oanll kerupsi, kejujuran,
keterbukaan, dan integritas di berbagai altivitas di sekolah, perguruan
tinggd, dan lingkup sosial dalam rangks menciplakan karakler balgsa
valg beriilegriilas,

¢, Kampanye anti kerapsi sccara menyelnruh dan teroneana.

(. Mewperhias rang partisipasi masyvarakat dalam mangla PRK.

3.1.1. Btrategi 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan

Horupsi

Legialan  pelaporan dalam  welaksanakan PP dan kelentoan
LINCAC porly dilokuskan pada usaba-usala beserla capaimimiya yang
Lelahy, tengal, dan akan dilakokan pelbagal elemen erkail, Kegialan i,
khustisniva adalah aksi-aks] vang berdampale langsung dan signilikan bag
perbaikan 1P serta scjalan dengan ketentuan UNCAC, Maodia
publikasinya perlu dipililn dengan mempertin bangkan kewadalian akses
para pihak dalam menilai dan menynsun kebijakan PP Guiina kelancaran
pasckan informasi, pelaporan, dan publikasinya, kegiatan pelaporan akan

difokuskan pada:
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a. Penvusunan dan pencrapan standar informasi, dokuamentasi, dan
pelaporan para pihak terkait, khususnya sistem pelaporan vang
rerbasis T1.

b, Mekanisiue pelaporan PPl Nasioinal secara terpado,

. kKeterbulaan dan komunikasi upayvd-upayva PPR, servia partisipasi
miasvaralkal dalam  perencaiiasi, pelaksaliaan, peloant@oa,  dan
prexlaaaonan.

d. Tengawasan dan pelaksanaan implementasi U0 No.o 11 Tahun 2008
lentang kelerbukaan ilnnasi Publik, termasuk wmekanisie verilikasi
dan klarifikasi dalam pelaksanaan PPK.

. Perluasan akses  informasi menvangknut  pelaksanaan PP dan

lketontitan LINC AL,

3.2. Fokus Jangka Menengah {2012-2014j

3.2.a. Strategi 1. Pencegahan
Bialegl pencegahan, jika dilakukan secara menyeluruh, akan
berdampalk  signitikan  bagl pemberantasan korupsi. kegiatan  jangka
mcncngah dalam strategl poenccgahan adalahs:
d. Sislens pelayvalian publik Derbasis T1 dengan [okus pada
1} K/L dan Demda di osclurah provinsl dengan memperhitungkan
mlegrasly hilerndl kelemnbDagaan vallg lelah memiliki agel jelas
sampal 2014, dengan fokus pada pew berian periziig;
2) inlegrasi weksnnisme  peranganan kelulnfpengaduan lerladap
upava PP, letmasulk proses penepalkan hukouo,
3 membulka akses antar lembaga nnmk menindaklanjuri pengaduan
vel1g disampailean masyarakal; dan
A1) kolerhbukaan  informasi  dalam ponangauan porkara (Lerinasuk
perkara koerupsi), percncanaan, dan penganggaran pemerintah.

b, kelerbukaan proscdur pengopoerasian sladar  (standard  operating
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.

Ia.

11.

procedurs]  penanganan  perkara dan  pemrosesan  pihak  vang
menvalahgunakan wewenang.

Penyvempurnaan kode etik dengan sanksi vang jolas (diperkuar dengan
peunerbitan Peraluran Peinelintali tentailg Disiplin Pegavead),
Pengenidalial dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan
Bislem Pengendalinng lulermal Pemeiiulah (SPIF), serta publikasi pelaku
penyvalahgunaan jabatan.

Implementasi UL tentang I'elavanan  PPublik, keterbukaan  dalam
penurjuksan pejabal publik,  dan penveldrasan UU eutang
Perimbangan Keuangan Antara Pemaerintah asat dan Dacralh.
FPembenahan sistem mcelalui Eoformasi Birckrasi deongan folkus pada
lembaga ponegak oakoon dan poracdilar.

Scrtitikasi hakim tipikor herdasarlkan kompetensi dan integritas.
Fengembangan sistem dan  pengelolaan pengaduan internal dan
eksieral (lermasuk wasyvarakal) alas peuvalahguniasn kewenatigan.,
Pemantapan administrasi kcuangan negara, termasuk penghapusan
dana off-budget, duan mempublikasilkan penerimaan hibalyf batuanf
doner di badan publik dan pariai politik.

Penyusunall dan publikasi  laporan keuanga valg  lepal waklu,
dengan opind Wajar Tanps Pengecuslian (WITF) bagl KL dan Penucda.
Pembatasan nilal transaksi tiinai.

Penertiban dan publikasi Laporan THata Kekavasn Penvelenggars

Negara (LHIKIPNY bagi pejabat publik.

TPenguatan mokanisme kelombagaan dalam porclkriitan, poenompatan,

mutasi, dan promoesi aparat pencgak hukum  berdasarkan  hasil
assesment torhadap rckam-jejak, kompetensi, dan integritas sesual
kebuiulian lemlbaga penegal linloonl.

Transparansi dan akundabilitas dalaan wekandsme pengadaan batang

dan jasa.
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o, Transparansi dan akuntabilitas laporan EKincrja tahunan /L dan

[.

Pemda yang dilaperkan dan dipnblikasikan sccara tepat wakno.

Poncrapan pakta integritas.

3.2.b. Strategi 2. Penegakan Hukum

Fokus-lokus kegialan priovitas perbaikan mekdanisiue penegakan

huakiun dalann rangka meningkalkan keporcavaan masyarakal crhadap

aparat dan lembaga penegak hulknm adalah melalni:

H.

Penguatan serla peningkatan konsistensi sankst hokom dan
adminisirasl bagl  pelaka maapon apamal penegak hukom yang
melaknikan  penyvimpangan dan penvalahgunaan  wewenang  atau
iisikeen.

Penguatan sanksi huloom terhadap penvalahgninaan  wowenang,
misalnya dengan mengembalikan aset yvang dikorupsi dan membavyar
kerugian vang ditimbulkan dan penvalaboumsan wewenanyg lersehuoi
Memperkuat keordinasi ponanganan kasus korupsi diantara lembaga
penegak hukum dengan dukungan TT vang komprechensit [e-low
erforcement).

Pengatuiran anti penyuapan scorta Kerupsi dalam kode ctik profesi,
termasuk protesi advolat, akuntan publik, dan kensultan pajak.
Pemberatan sanksl hukum pldana antuls penyvuapan vang dilalakan
oleh protesi berkode ctile.,

Pengaturan poncabuitan izin, pengombalian keuintungan, dan ganti migi
bagi pengusaha/swastafindividu vang melaliulian penvuapan.
Penerapan pembulktian  terhalik atas  kKekavaan vang tidak dapat
dijelazkan.

Memudalikan proses perclehan informasl bank oleh lembaga penegak
hukuin dalam rangka pemberantasan korupsi.

Pengetatan pomberian remisi kepada pelaku tipikor.

Lonsistensl penegakan hukum di satu daeral ke dasrah lain,
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3.2.c. Btrategi 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Meltigatasi unpang-lindibl peraluran perundang-ondanigan terkail

upava petnberantasal korupsi adalah dengan menghanonisasikan dan

menyusun poratmran pernndang-undangan dalam ranglka implementasi

IINCAC, TPokus kegiatan janglka mencngah dari strategl ini adalah:

Fl.

1.

k.

Hatmenisasi dan sinkronisasi peratouran perundang-indanigan sesaal
dengan kebijakan nasional dengan kebutuhan dacrah terkait masalah
sumber daya alam.

Harmenisasi dan sinkronisasi peratmran perundang-undangan terkait
masalah hidang kehutanan, mineral dan bat bara, stiumber dayva air,
portanalbian, tata mang, scorta porlmbangan kcuangan pusat dan
dacrah.

Harmonisasi dan penviisunan peratiiran porundang-undangan dalam
Hrgka nupleineniasi UNCAC da peraluran pendukunig lanniva,
Harmenisasi, sinkrenisasi, dan penyusiinan poraturan poriandang-
undangan wnmlk modernizasi pencgalan hulum dalam sistem
peradilan pldana,

Melakukan  peietasn dan evaluasi Programm Legislasi Nasional
(Froleguas) lerkail pewberailasan korupsi serla revisi  peraluran
perindang-undangan lerkail proses pellegakan hukum dan peraturan
pendulkung lainnya.

Penvelesaian Rancanpgsan Undang-Undang tentang kilal Undang-
LIndang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Hulkum Pidana,
porampasan asct, tipikor, clkstradisi, WMLA, dan froansfer of senfernced
persort [vang substansinya sesnai ketentuan LINCAC).

Harmonisasi dan pembatalan perataran moengenal pungutan vang
berlenlaigan dengan peralulan pusal,

Penvederlanaan jurnlali dan jends perizinza dalain kapasitas daeial,

Pengawasan atas pelakksanaan regulasi pelinpahan kewenangan
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Pemerintah Pasat kepada Pomerintah Dacrah.

Jj. Penyelarasan U tentang Perimbangan Kenangan Antara Pemerintah
MPusat dan Tracral.

k. Pengaturan dan penegakan aturan main konflik kepentingan, vang
berlaku juga bagl partai pelilik.

1. Analisis pumsan pengadilan dan pangkalan data putisan Komipsi
sebagal preseden bagl para hakim.

1. Penigaluran unluk PPK di seklor swasila,

n. Pengatran tentang peningkatan kKekavaan sccara tak wajar (idlicit
errichmernt), memperdagangkan pengamh (trading e iafluence), dan
pely uapal pejabal asing.

0. kemudahan akses masyarakat dalam proscs pembuatan peratiiran

peruiidanig-utndangann, eiinasul jaaningtn paridsipasi dalaiy ugi puldik,

3.2.d. Strategi 4. Kerja Sama Internasional dan Penvelamatan Asget
Hasil Tipikor
Langkah vang perli ditempuh adalah dengan meningkatlkzan Kerja
sama intocrnasional dalam rangka ponccgahan, poengembalian asct, dan
renyelesaian tindak pidana lainoya.  Langkah i dilakukan melalai
renyusunan instrumen hnkum dan mekanisme kerja sama (internasional,
billateral, dan regional), kKhususnya dalam pengajuan MLA terkair masalah
ridana, kordinasi  intensit antar lembaga  peonegak  hukum,  sorta
peningkatan nipaya dan kemampuan diplomasi aparat lombaga poncgak
hukum. Foekus keglatan dalam jangka mencngahnva adalah:
a. Memastikan dan mengnatkan lembaga pelaksana Gtoritas Pusat untuk
tipileor.
b. Perbailtan mekanisme MLA dalam rangka pemberantasan korupsi.
. Memastikan terbentuknya unit pengelolaan aset (dsset mdandgemert
urtif) hasil tipiker giina mendukung proses ponegakan hulkum dan

transparansi  pengelolaan  aset  terkait  lainnnya  sebagal  bentuk
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poimmantaatan pengclolaan asct hasil tipikor.

. Pelatihan dan asistensi tocknilk pada lembaga pencgalk hukum, baik

kualitatit dan  kKuantitatit, dalam rangka penvelamatan aset hasil
korupsi, termasuk perihal intelijen/torensik keuangan.

FPenmingkatan kerja saina denpan penegak hukum asiog dalsiu raagksa
K.

Pembentukan Unit Penvelamatan Aset, termasnk di setiap lembaga

lerleail.

3.2.e. Strategi 5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

MNengan porsamaan cara pandang dan poela pikir bahwa korups

sangal werigikan masyarakat, dilwrapkan prakarsa-prakarsa posilil vang

mengarah pada perbaikan dapat rerjadi. Hal ini dapat diakomadasi dalam

tols kegiatan berjangka menengah dalam strategi inid, yakni:

.

I,

Pengetnbangail sislein nilal dan sikap anli korupsi dalan pelleagal
aktivitas tiga pilar PPK, valkni; masyvarakat, scktor swasta, dan aparaf
pomerintah.

Pengembangan nilai-nilai anti kormapsi dalam berbagai aktivitas
pendidikan, vakni; di sckolah, pergurman tinggi, dan lingkup sosial,
demi menciptakan karakter bangsa vang beorintegritas, tormasuk
meclalui kurikulum dan kegiatan di luar lourilzulum.

Kampanye anti korupsi sccara menvelirah.

strategi komunikasi, informasi, dan cdukasi vang jclas dan tercncana.
Mengpalang kerja sauna dengan media dalaan mengembangkan nilai
anti korpsi dan karakter berintegritags, t©rmasuk malaluai berbagai
media kreatif.

Keterpaduan manajemen kKampanye anti korupsi (penvebarluasan
jojaring  AC TForum/ToT  DPenvusunan  Renecana Aksl Tiacrah
Pemberantasan  TWarnipsi, koordinasi anggaran uantuk  kKebutithan

kampanye).
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g. Publikasi dan sosialisasl hasil-hasll masukan masvarakat kepada
publik oleh K/TL dan Pemda terkait.

h. Puablikasi praltile-prakrik terbaile anti koruapsi (jaringan  pendidikan
mlegrilas).

i, Menmperhoas TLIATIZ [raviisipEs THEsyaTalkal dalam U} H
peinberanlasall korupsi dengan welaksanskan diseiuinasi anld kerupsi

olell masvarakal (S0, NGO, CLBO).

3.2.f. Strategi 6. Mekaniame Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan
EKorupsi
Lralann straleg] ind, dibangumn mekannisie pengkajianl dan pelaporan
nasional/internal yang menyajikan  informasi pelaksanaan  ketentuan
UUNCAC serta hloriasi mengenal upayva PPE ladnnva di Iudenesia kepada
miasyearakal  luas,  Kegialan  tersebul Derdasackan  sistein  moniloring
(pemantauan) dan evaluasi yang berbasis pada hasil dan pencapaian vang
terukur dalain kontleks PPL. Stakeholders dalan melkanisme ind melipuli
Aparal KL hukun dan organisast nonpemerintah, Kegialan berjanglo
menengah dalam strategi ini adalah:
A, Menmperhuas dan niempermndah akses informasi Derbagai upaya dalam
rangka proscs 'PK dari masing-masing </ L.
. Partisipasi masvarakat dalam porencanaan, pelaksanaan, pemantauvan
akesi dan poelaporan kineja PP
c. Poenyusunan  payvung hukum  dan  kebijakan  vang  mendulung
kelancaran ponyuswnan laporan scrta publilkasi  pelaksanaan PP
Nasional scoara rutin dan konsisten.
d. Monyvuswnan mekanisme kerja para piliads untals menduloang pelaporan
dan publikasi PPIL Nasioal,
¢, Ponyviapan sarana-prasarana pendukong penyosunan dan pablikasi

laporan PRI
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BAB IV
PERANTI ANTI KORUPSI

Borikut adalah  suatun daftar peranti anti korupsi vang dapat

diadopsi oleh kL dan Peinda dalaim rangks wengimplementasikan

Stranas PP Daltar ind Gdak moenbatast diadepsinya perantd andi kotogss

lainnya vang sesnai dongan sitiasi dan kondisi K/T. dan Pemda dalam

upava porecpatan ponccgahan dan pemberantasan kormpsi.

4.1.a.

4.1.b.

d.1.0.

4.1.d.

d.1.e.

4.1.1.

Profil assesment, Jdi dual:zunnya neliputi pelaksaeean rekeatonen,
mutasi, dan promaosi vang ditempuih berdasarkan kompetens] dan
lntegritas  dalam  rangka meningkatlan mutu sumbor  daya
manusia.

Citizen’s choarter, vaitu itikad menctapkan komitmen atas
layanan publilk yang discdialinn olch instansi borsangluatan dengan
wersspon lerliadap tanggapan dan wasukan masvanakal,

Kode etik, mcrupakan poedoman vang momuat  ketcntuain-
ketennluan vang mernnnjukkan komliell Lislansl Dersangkulan
dalain pemberantasan korupsi.

Mekanisme koatrel sosial, dengan adanyva mekanisme yang
wenpedepankan parlisipasi  masyarakal,  pemerintal:s dapal
diderong untule bekerja secara lebih efisien, baik dalmn konieks
wa ki maupun bidya.

Mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi, memberikan
jalar akses dolknmen-dokumen, kecnali yang dirahasiakan, agar
waEsyarakal dapat (urul wengawasi kerja dan kinerja peinerintlal,
Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara
transparan, hortijuan unmilk meoningkatlean alaintahilitas instansi

bersangkutan dalam pelavanan pulblik atau penegakan lnakuomn.
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Mokilisasi masyarakat sipil melalui edukasi dan peningkatan
kesadaran masyakarat, dellgan card wendiseininasi perilaku yaiig
dilwrapkan datang dand peinerintaly (pada vnomniyva) ataa pejabal
{pada  khususnya) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
nenvedia lavanan miblilk.

Pakta integritas, merupalan sualn pakia [ormal yang  berisi
komitmen untik melaksanakan tigas, fiingsi, tanggung jawab,
wowenang, dan peran sesual peramran porundang-undangan vang
herlakn, serta kKesangguipan untik tidak mcolaknkan  korapsi,
kolusi, dan  nepotisme. Palta integritas juga  dapat
dilmplementasikkan dalam  proscs pengadasan barang dan jasa
dengan kontralktor dan pihak-pihalk rerkait.

Pengaturan konflik kepentingan, di mana pejabat huikan hanva
diwajiblan wiluk wenguligkap kepeliitigan pribadingys kelika
timbul kentlik kepontingan, melainkan juga harus meomastikan
baltwa tindakan yang diambilnoya memang untulk meniadalan
komlik tersebul. Absenniva kondlik kepeniinigan juga dapal mengadi
prasyardal bagl pengisian jabatan lerlenl.

Penggunaan inseuntil positif uotuk memperbaiki budaya dan
motivasi pegawai, antaa lain diternpuh dengan caa
maoningkatkan remunerasifkomponsasi. Sclain it hisa  juga
dengan memperbaiki slatus profesional,  kelahanan lalwan
pekerjaan (job security), dan kondisi kerja. Sccara umm, inscntif
positit dapat mencegah dan memberantas Konipsi.

Penguatan lembaga yudisial, mclalni peningkatan kompeotensi,
protosionalisme, dan intogritas hakim vang amat poenting unoak
mwemberallas korupsi., Cardlyd anbua lain dengan pelatilian
liaking,  implementasi kode  etik laking,  ansparaisi  poses

persidangan, transparansl barta dan penghasilan hakim, serta
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4.1.L

4.1.m.

4.1.n.

d.1.0.

4.1.p.

pengatmran penugasan hakim pada kasus korupsl sedemikian
rapa schingga sulit bhagl  pihak  mar memprediksi atau
memengaruhi halkkim mana vang akan ditcmpatkan untmk suatu
kasus lerlentu.

Penguatan Pemerxintah Daerah, sejinulah elewen strategi anii
korupsi  direncaiialkan  di level pusal, namun agar elekiil
diperlukan implemeiniast di daerale Ada pula elemen aull komapsi,
vang Dbaik perencanaan manpun implementasinya, scpenuhnya
diselengearakan di dasrall, Peramti i, dengan demikian, selain
penting ntik membantu perencanaan dan pembuiatan keputisan
vang coonk dengan kehutuhan di dacrah terkait, sckalignis juga
dapat memBsilitasi integrasi perangkal vang digoonakearn di tingkal
dacrah  sccara  wvertikal (dengan preogram  nasional] maupun
herisontal {dengan program daeral laing. Peranglkat ini juga dapar
dimantaatlkan tnmk meningkatkan partisipasi masyvarakat di
dacrah.

Pengurangan kompleksitas prosedural, adalah penalasn ulang
administrasi dengan tyjuan uemanglkas prosedur aduiinisiratil
dan penjelasan wewensng,  Selain agar  dapal  memperseiapil
peluang bagl terjadinya korupsi, hal iud bertujuan pula unitok
meaningkatlkan  transparansi, intcgritas,  pelayvanan,  sorta
mengnrEngl hiavas.

Perlindungan bagi rwwhistle blower dan justice collaborator,
penting untik mendorong ponguinglapan tipikor.

Proses pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa
berbagis TI, akan momperkecil intoraks] antar manusia vang
Wjung-ujulignva mempersenil peluaily lerjadinya Lipikor,
Transparansi serta penyingkapan aset dan penghasilan,

pelaksanaannva dilakukan secara efektif agar menjadi pintu


http://www.djpp.depkumham.go.id

4.1.9.

47 2012, No.122

masul bagl pencrapan atiran mengcnai perolchan harta kekayaan
pejabat publik vang tidak wajar.

Uji integritas, dilaknulan scecara mendadak dengan mengondisikan
suan sitnasi tertentu tempat pogawai vang bersanglaitan momilill
kesempatan untuk melalkukan  tipiker.  Melaluinyva, dapat
dimungkinkan notik tahu apakah scorang pegawai negerl sipil
atau unit pemerintah terlibat praktik korupsi atan tidalk,  Uji
integritas jugs bertujuan untuk meningkatlean rasio tertangkapnya

pelaku agao meoimbulkan cfek detere.
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4.2.a. Peta Jalan (Roadmap] Stranas PPEK Jangka Panjang Tahun

2012-2025
Sagaran
Keluaran
Utama/ 2012 - 2014 | 2015- 2019 2019 2024 2025
Pendukung
[P 1T = 6,3 7.9 ]
G Kesesuaian
Ratifiloagi TR 100 3 100 94 100
LIMWCAC
%::]L?:l;:?' f’iﬂcm Kenaikan Tenaikan Eenaikan
Na‘:'l:f‘Oﬂ.;.]: Indels Idels lndelds
E = b | ooy
1STV) 15 9 15 24 3
[ndcks Feonailkan Kenaikan Lonailkan
Poncegahan - lndcks Indclks lndcks
[Rorpai 10 % 15 %% o2
glddﬁ Lchnailkkan Konaikan Lenaikkan
cnogakan leks feks ideks
ki - Inideks idelks ndeks
v L¥} 2 [ ] =
Tipikor 20 S 20 2% 2%
r A
Penyclegaiarn B0 % 100 2% 100 %4 100
rekomendasi
ONCAC
M
I"engein balian 20 9 0 05 M 08
Agct Tipikor
[:w:;ti AL 3,25 dam A dan 1,5 dan 1,6 dan
_e L.h 1 Skala o Skala & Skala o Skala 5
O LIPSt
[ndcks
[epLUasan
Stakcholders 3,25 darl 4 dari 4.5 dan 4.6 darl
Lerhadan Skala 3 Skala 5 Skala 5 Skala 5
Polaporan
[ Y
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4.2.b. Peta Jalan (Readmap|] Stranas PPK Jangka Menengah Tahun

2012-2014
Sasaran
Keluaran 2012
Uknxeal (Baselire) 2012 2013 2014
Pendukung
IPT A CTT 3 3,0 1,20 3
% Kesesualan
Ralilikasi - S0 T B0
LNCAC
Inddeks Sistem Kl
Intogritas Fonctapan o
& - - - Indcks
MNasinnal Baseline S oy
(8T) > O
Lidcks
Fencogahan - 3,0 1,51 b, 08
Korupsi
Tndeks Kenaikan Kenaikan
Penepakan Penetlapan
- ; Indcks Indcks
Hulkum Baseline 5 % o
Tipikor - -
ja)
I{; e Reverns Tial
S [T deny Baly IV S0 St 7O 80 %
rekomendast INCAC
LINETALC o
Yo
Pengombalian - 70 9t a9 80 %
Asel Tipikor
ik Penclapan 3 deand 3,25 dari
i E L L - L )
AR At - Baseline Skals 5 Skals 5
KoTupsi
Indcks
Kepnasan
Staketiolders ) Ponctapan S dari 4,20 dari
ierhadanp Moaseline Skala o Bkala &
Felaporan
| R0
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Husiness

4.2.c. Formula Pengukuran Indikator Keberhasilan
Indikator . Farmula
Kbeshueila Sub Indikator Pengukuran Sumber Data

M ACTT - Srvel TI
Y Kesosualan s S
Realikar UNCAC - L i
lleks SIM = Surwel 11
Inicderkes .Htm:“gl‘ﬁl o Charireal of CrrmpatoT survel Woerrled Ferrk:
o :

fase of ioing Survel World Dank

lndeks Penepaloan
ok

Y Poapyelosaian
Laporan lipmbkor

Eazie . Jumlah Tindalk
Lazyjul dernean Toal
Laaprareny yaoy
Diitcrima

Folril, [Kgjapune, KPR

% TPenwvelidiloan vang
menjadi Penvidikan

FEazio . Jumnlah
Menvidican dengan
Totad Penvyelidikan

Folrei, Kejaming, k11

W Tenvidikan vang
menjadi Tuntutan

FEazio . Jumnlah
Fomoaro ntare danigan
Tistal Prarvidilkan

Polr, Rapaeurne, KK

Canrpicfion Nafe

KazioJumlah
Prandanaan denesn
Tiatal Fenuntulan

Kejagung, KPK

Ny Bl tom Bl

[asmes o Janndabe vang
MNiecseknsidengan
Fomidaraan

Kejapung, TN

M Tenvelesaian
ri:kornendas LNCAC

Fasc.Jamlah vang
Nizslesaikan dengan
FELLE
Linrekoinendasikea

TIMCAC, KT

N TPenvelamatan Aset
Tiplkor

HasioJutnlaln Anel
wvalw Disclockan ke
Tiss Mepana deaigaa
wang Tripims
Mengadilan

KFPE, Lejeeug

Ne Tineleat
Kebrerlustlan Kesu
S lolernasoensl

Eazic Jumlah
Fenlizazi dengan
TPewaal 'erroiriteeein

MLA dan Porpaigian

Keckeuooben,

Lxlradisi
Tndeks Terilclkn Anti ;
T’? s TRIERTL AT = Burvil 75, Dapponss
o sl
Indchks hepuasan
Serkeholeders the - Survel RS, Bappenas

Melaporan MK
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4.2.d. Formula Penghitungan Indeks Pencegahan Korupsi dan Indeks
Penegakan Hukum Tipikor

Indeks Pencegahan Korupsi

(Indcks lkesctaraan CoC + Indcks Kesetaraan Ease of Doirng Business) [ 2

1.2.d.1 Indeks Kesctarann Control of Corrtiption ((CoC)

i;?s_si:::ir :::;HS;:’;]E Indeks Kesetaraan CoC
2.5 10
7 3
1,5 5
1 7
0,5 G
0 5
A 4
-1,2 <
- 2
3 1
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4.2.d.2 lndeks leselarnan Ease of Doing Business (LLoll3)

EoDB - Ranking

Indeks Kesetaraan EoDB

1-18 163
19 - 36 o
47 - 24 5
D3 -T2 7
T3 - 90 6
@1 - 108 3
169 - 196 ]
127 - 111 3
113 - 162 ¥
163 - 183 1

Indcks Poncogahan Korupsl Tahun 2011 ; 4,37 = (4,723 + 4)/2
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1.2.40.3 hdeks Pencgakan Huakum Tipikor

Sub Indikator Bobot
Hh Penyvelesaian Laporan Tipikor 10 2
o Penvelidikan vang menjadi Penyidikan 200
*h Penyidikan vang mergadi Tuntulan 20 %
T Conviclion Roale 20 %
o Laecwlion flole 10

Sub Indikator

Formula Pengukuran

Y Potnvelosaiang e
Tipiloer

Y Potnveliclilen yang
coaeLjeadi Prrpeicikan

% Poapaiedikan yang
netyjadi Tudulan

aCedction Baie

Ya Rcceition Riote

[Meneaduan Tipikor vane menjadi Cervelidi<an

w100
Total Vengaduan TLploer vang Literins

Penvelidilean vane menjadi Penvidilan w100
Tetal Menyelidilan vang Diterima

Venvidikar vang menjad lunfutan 0
Tolal Penvidikan vang, Dileriina

Tunlitan vang incnjadi Kepninsan Toelap 100
Total Tanlbalan yoowe Dilerinea

Flezckusi Reputusan Tetar a0 o0
Total Kepulnsar Tolap

PRESITYEN EETUBLIK TNTONESTA,

DI, I SUSILG BAMDBANG YUDLIIOY ONOG
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